
BUPATT ACPH SINGKIT,
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PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHTJN 2OOI

TENTANG
TATA CARA PSNCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPONG

DENGAN RAFIMAT ALLAH SUBHANAHUWATA' AT,A

Menimbang

BUPATI ACEH SINGKIL

: a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda

Pemerintahan, pembanglman dan kehidupan $erta pelayanan

kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang pedoman

umum pengaturan mengenai desa perlu diatur kembali guna

disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut.

b. bahwa untuk maksud butur a. tersebut diatas perlu ditetapkan
perahran Daerah Kabupaten Aceh Singktl Tentang tate cara
pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian

ksuchiklkepala kampong
: 1. Undangundang nomor 24 tahrtn 1956 Terrtang Pembentukan

Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Singkil
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah ( lembaran negam nomor 60, tarnbahan tembaran negara

nomor 3839)
4. Keputusan Menteri DAlam Negeri nomor 64 tahun 1999

Tentang Pedoman Umurn Penaturan Mengenai Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang

Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Keputusan Menteri Dalarn Negeri Mengenai Pelaksanaan
UndanBUndang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pernerirrtahan
Desa

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY,A.T DAERAH

MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIFIAN,

Mengingat

PENGANGKATAN DAN
KEUCHIK/KEPALA KAMPONG

Menetapkan

PEMBERFTENTIAN



t BABI
KITTEN'IU*\N tnfllh,f

Fasal 1

" Dalam Perafuran l)asrah ini yang dimaksud dengan :

il. Daerah adalah Datrah Kabupaten r\ceh singkil;
b. Pemerintalt Dacrah adalah Pemerjntah l(abupaten Aceh Singlcil;

- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
d. Camat adalah Camat clalam ldabupaten Aceh Singkil;
e. Keuchik/Kepala Karnpong adalah KeuchiMKepala Kampong dalarn Kabupaten Aceh $ingkil;
f. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten
Aceh Singkil;

g. Badan llsrwaldlan Kampong selanjutnya clisebut BPK adalah Lembaga
Permuuyawaratan/permufakatan yang keanggotaarurya terdiri dari pemuka-pemuka
masyarakat, tokoh-tokoh rnasyarakat di l(ampong yang bersangkutan;

h. Bakal Calon adalah ryarga masyarakat Kampong setempat yang berdasarkan per{aringan oleh
panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Keucirik/Kepala Kampong;

i. Calon adalah calon Keuchikltr(epala Kampong yang tealh ditetapkan oleh panitia pemilihan;
j. Calon yang berh.rk dipiiih adalah Calon KeuchiM(epala Kampong yang telah ditetapkan

BPK.
k. Calon terpilih adalah calon Keuelrik/Kepala Kampong yang memperoleh suara terbanyakI dalam pemilihan calon Keuchik/l(epala Kampong;
l. Penjabat Keuchitri,Kepala Kampong adatrah seorang pejabat yang diangliat oleh pejabat yang

betw-enang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik, dalam uraktu
'' , tertenfu;

m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangfuat dan memlrerhenlil<an
Keuchik t(epala Kampong yaitu Bupati;

n. Pemilih adalah penduduk Kampong yang bersangtriutan yang telah memenuhi persyaratan
untuk menggunakan hak pilihnya;

o. Hak pilih adalah hak yang memilih pemilih unfuk menenfukan sikap pilihannya;
p. Feniiringan aclalah zuatu upaya yang clilak-ukan oleh panitia teknis untuk menclapatkan bakal

calon dad warga masyarakat setempat;
q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi adnrinistrasi maupun kemarnpuan

dan kepemimpinan bakal calon;
r. Karnpanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik sirnpatik pemiJih yang

dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program akan dilaksanakan

BAB II
PANITIA PENGA\4/AS PNh{ILIIIAN KETTCHII#KEPALA KAI",IPONG

Bagian Pertama
Prrnitin Pengawas

Pasal2

(i) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan tsupati;

(2) , Panifia Pengawas sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaan terdiri clari :

a, Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah I(abupaten sebagai Kefua;

Kabupaten Aceh Singkil sebagai Sekretaris;

,- {t,rl c. Camat sebagai Anggota;
.1"' d. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;

e. Kasi Pemerintahan l(ecamatan sebigai anggota;



f' Dua $rarn"g Iiasubbag pada Bagian Pemedntahan l{ampong Tata Femeriltahan
Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai anggota;

g. Kepall llagian l{ukurn pada Srkretariat Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggora.

(3) Panitia Pengawas rnempunyai lugas :

il. Ivlernberikan petunjuk pelaksanaan peqjaringan dan penyaringan kepacla panitia
pemilihan fentang Bakal Calon;

b. hlemberikan sat'an pertimbangan kepada Badan Penvakilan Kampong tentang
penetapan calon yang berfiak clipilih dan penetapan Calon Terpilih;

c. Iv{enetirna clan nrelakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon yang
ditetapkan Badan Pem'akilan Karnpong;

d. \4enetaplian jadrval proses pencalonan dan pelaksaflaan pemilihan setelah diusulkan
oleh Badan Penvakilan Kampong ;

e. Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia
Penrilihan:

f, Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
g. hdelaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
h. Mengambil Keputusan apabila timbul pennasalahan pada r.vaktu pelaksanaan

pcmi.lihan,

i. Menvatakan pemilihan sesuai atau tiilak dengan ketentuan Perundang-unclangan yang
[:cdaku.

{4) Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jaivab kepada Bupati.

Pasal S

T'ugas Panitia Pengawas bersifat administrasi dan rnenindaklanjuti keputusan panitia penrilihan
dan Keputusan Badan Peiwakilan Kampong.

Pasal4

Apabila diantara &figgota panitia pengawas yang clitetapkan temyata berhalangan,
keanggotannnya dalam panitia pengawas cliganti oieh pejabat iainnya atas usutr seLtetaris pair;ria
pcngawas;

Baginn.Keclua
P,ANI TIA PA&{ILITT{I\iI

Passl 5

(1) Badan Penvakilan Karni:ong meugarJakan rapat untuk me:nbentuk panitia pemilifuan
dengan keputusan Badan Pei-wakilan Kampong .

(2) Panitia pemilihan sebagirnana dimaksud ayat (t) pasai ini, keanggotannya terdiri dari :

a. Seldtetaris Karnpong sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Beberapa anggota Badan Perwakilan Kampong sebagai anggota;
a. I{epala Dusun sebagai ;mggota.

(3) Fanitia Femilihan sebagaimana dimaksud ayat (z) pasal ini, mempunyai tugas :

a. N{enorirna Fendaftaran Bakal Calon dan rneineriksa Administrasi persyaratan Bakal
Calon;

. tr. Melakukan penjaringan dan penvadngan Bakal Calon berdasarkan petunjuk tertulis
yang diberikan Panitia Pengawas;

c. It4elaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selar{utnya disahkan oleh Panitia
Pengawas;

d. I\{elaksanakan pernililtan calon yang berhak dipilih bersarna-sama Panitia Pcngawas;



g. h,{cngajukan Bailal Calon yang memenuld pemyatatan iiepada llaclan Penvaliilan
Kampong untuit ctritetapk;rn;

(.1) Raclan Perrvaliiian K;rmpong mciicfapkan narna-narna Calon vang berhak dipilih dengan

menerbitrkan I{epnlusan }tcnctapan;

Pasal6
,,\patrila ctriantara I'aidlia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau
yang bersnngkutan beriralangan maka keanggotaanva digantikan oleh anggota Badan Perwakilan

Kampong atau unsur Perangtrrat Kampong yang lain berdasai'kan Keputusan l{etua Barlan
Perwakilan Iiampong .

I]A,B III
{'tAK }dEh{IT,IH DAN DIPILItr'I

Pasal 7

Yang clapat memilih Kcpala Karnpong Waiga Negara Republil' Inclonesia yang :

a. Terdaftar sebagai penduduk Iiampong yang bersangiiuan sec.ara sah sekut'ang-kurangnva 6

(enam) bulan terakhil dengan tidalt ferpulus-puhrs;
b, Sudah mencapai usia L7 (hljuh belas ) tahun atau telah petnal"l menikair;
c. Tidak clicabut hak pilihnya herdasarkan keputusan pengadilan yang telah ruempunyai

kekuatan hukurn tetap;
d. Tidak perirah terlibat baik langsung maupun tidalt langsung clalam sesuatu kegiatan .vang

. tflengldrianati negara Kesaluan ltepublil' Indonesia ,vang berdasarliart Panc.asilit dan Linclang
Llndang Dasar 1945" seperti G.30 S,,PKI dan atau otgarrisasi tei'trarang iainni'a.

Ilasal I

(1) Yang dnpat dipililr merlja<li l{epala Kampong adalah Penduduk Karnpong \4iarga }.tregara

Rcpublik Inelone:ria -vang :

a. Reriman cian taclrva kepada Tuhan Yang h4aha llsa;
lr. Sctia clan taat kepacla P:rnc.asila, LTnclang Uirclang Dasar' 1945, Negara dan Pemedntairan

Republik Indonesia;
c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang rnenghinati Pancasila

dan Unclang Llnclang Dasar 194,5, G.30 S /PId clan atau kegiatan organisasi terlarang
lannya;

d, Reryendiclikan sekurang-kurangnya Sekoiah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
&. Beiurnur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tinggjnya 65 tahun serta punya islri

i suami;
f. Sehat jasmani dan rohani ;

g. Nyata-nyata ticlak terganggu jiwa/ingatannya;

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
i. Tidak pernah di hukurn peqjara karena melakukan tindatrt pidana;
j Ticlak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;
k.. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampong setempat;

1. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Kampong;
m. Marnpu bertindak rneqjadi knarn Shalat Kecuali bagi Non fuIuslim;

n. h,Iampu membaca Ayat suci AL-Qur-an kecuali bagi Non h{uslim;
" o" N{engenal adat Istiadat;

p. Ragi penduduk asal luar I(ampong lDaerah dapat dipilih rnenjadi Kepala Kampong jilia

J'ang bersangiiutan telarh terdaftar sebagai penduduk setempat selama minimal 2 fahun

terakhii' tid;rk terputun-putus dan menguasai adat setempat, dikenal dan mengenal

masyarakat setempat.



(2)

(3)

Pcgawai Ncgeri yilng mencalonkan dii'i scbagai l{epala Kampong sclain hanrs mcmcnuhi
persyarirtan subagainiana diriraksud dalartr a],at (1) pasal ini, juga lmrus mendliki surat
ketet'angatt persetujuan dad kepala instansi tempat bersanglcutan bckerja atau atasanflya

],itng bet venang untuk itu ditingliat Daerah kecuali jika clitentukan lain.

Bagi Pegalvai Ncgeri dan Putra l)aerah dad luar Kampong yang terpilih clan diangkat
menjacii Kepala Kampong terhitung tenggal pelantikan sebagai l(euchik{l{cpala
Kampcng harus berternpat tinggal cli Kampong yang bersangtriutan;
Daiarn pemilihan Keuc'hik/Iiepala Kampong setiap penduduk Kampong yang felah
clitetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau memilih, dalam prnrilihan
Kenchik.tiepala Karnpong rvajib iradir cian tidak boieh clirvakilkan kepada siapapun clan
dengan alasan apapun.

Pasal 9

I4asa jabatan Kepaia l{ampong ditetapkan 5 (lirna) tahun <lan dapat dipilih kernbali untulc safu
kali rnasa -jabatan lagi.

(3)

(1)

(2)

(4)

(2)

(rl
(4)

tsAB IV
PtrNCAI,ONAN KEPALA KAMPf}NG

Pasal 10

Bailan Perwaliiian Kantpong mernberitahukan liepada l(epala Kampong tentang alian
berakhirnya masa jabatan KeuchikiKepala Kampong ;

Keucliiir,'Kepala Katnpong 3'ang akan berhenti karena berakldr masa jabataruiya, 6
( enam ) bulan sebelum beraklrirnya masa jatratannya rnengajukan permohonan berhenti
kepada Badan Per"w'akilan Kampong ;

Badan Petrvakilan Karnpong berdasarkan permohonan berhenti atau tidak acla
permohcnan berhenti dari I(euchiM{epala Kampong segera melaksanakan rapat Badan
Penl'akilan Kampong unfuk membentuk panitia pernilihan clcngan terlcbih cialulu
dikonsultasilran dengan Camat;

Jika sampai berakhir masa jabatan Kepala l(arnpong Panitia Pemiliiran belum dapat
melaksanakan pemilihan KeuchilaKepala Kampong peiabat vang lrenvenang menugaskan
Panitia Pcngawas giliia mefirproses pengganti Keuchili,4iepala Kampong yang
trets angliutan, selragai pej ab at sementara Keuchili,Kepala Kampong ;

Pasnl 12

Kefua Panilia Pengarvas berdasarkan hasil konsultasi sebagairnana dirmksuclkan irasal 11
Perafuran Daerah ini, menugastr<an kepacla panitia untuk melaksanakan penjaringan;

Setelah setresai penjaringan sebagaimana dinraksudkan ayat 1 pasal ini, panitia pemililran
menetapkarr tala cara pen-varingan lrakal calon;

Setelah tata cara penyaringan rlitetapkan, panitia penyaringan menetapltan Balial Calon;

Peg,afing'n bakal caion sebagaimana dimaksud fiyat 3 pasal ini pelaksanaarurya
diclasarlian pacla nam&-nailla lrakal calon hasil penyaringan dengan ketentuan jurnlair
bakal calon hasil penvaiingan seditrit-clikitnya 2 (clua) orang, dan clitetapkan dengan berita

Pasal 11

Panitia Pemiliiran mengarlakan lionsultasi mengenai pencalonan Keucldkt{epala ldainpong
dengan panitia pongawas.

(1)



{!)

(1)

(2)

Ieknis pr:laksanaan l'enlanngan clan peil.lrailngan balial c;ilon iirtetap.tran olelr kstua
pariitia g;inilihan.

Pasiil 13

llakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dirnahsud tlatrnrn pasal 12 Perafuran l)asral-r
ini bersama-sama dengan kelengiial:an Adrninistrasi persyaratan disarnpaikan oleh ketua
pemilihan kepada lietua Radan Psnvakilan l{ampong:

I{etrlra Raclan Pettsakilan Kami:ong setelah menedma laporan dari ketua panitia Peililiiran
mengaclakan penetritian Administrasi persvaratan clan mnegaciakan musyawarah unluk
menelapkan calon, penetapan calon dihranghan clalam berita acara penetapan calon:

Berita Acara Penetapan Calon cliajukan oieh iietua panitia pemilihair kepncla il;rniiia
pengalv?s rnelalui carnat dilampiri :

a. Surat Perryatailri meniadi calon;
i). sulat Peuryataan beriman dan berlaqwa keparla Tuhan Yang h4aha Esa;
c. Surat Perxyataan setia cian taat pacia Pancasiia, L)nciang Unclang l)asal' 1945 bJcg;ir:a

clan Pemerintahan Republik krclonesia ;

d. Surat Pernyataan tid;rli pemah tertibat lxriii. langsu:rg rnaupun tirlak 1a:rgsung dalanl
setiap keg,itan -liang menglihianati Negara Kesahlan Republili Indone:;ia ]rang
bcrdasarkan Paitcasila dan lJndang Llndang lJasat 19.15, seperti G.30 S / PKI clan ateu
organisasi tel'lar;lng Iannya;

c. Surat Kctemngan tidak dioabut ha1. pililnva berciasarlian pulusan pengadilan yang
ielah memJlurr.,ai kekuatan irukum ttltarp dan tidak pemah clilrukum penjara karcna
melaliultan ti:rdak piclana:

surat Kcler'ftngan liesehatan yang dilieluardan oicl.i dolrtel pernertntali ;
Surat Keterangan Beriielal*ran Baik dari l{epoiisian;
Daftar dwayxl hiciup;
Salinan ijazah pcnclidilian terahldr 1,3nq
kewenangan rintuk iiir;

.i. r\kte kelairiranl fiut'at i.-en;rl lahir clari pe."iairat rr211.r1 lr4r*r,e11ar(I l1r,t1!eiuark;un.,';r,
k. Fas irhol.t { hitalrr l-,iJt;ll i nl,r-u'lrrr.lrf .'c1.:;iir-,'i;L , i;rui;;ti) i*rnb;u.;
l. $ilfal ;trtlnv;rlaan irr:r's":r.lia irc|icrnrr:ti tifirru,:ri <li L-;rrni;oflg yarrg bersantkutan ;
fii' !i;i.'i I;rif.r';i11,'.:ir., 1-r,;i'ir:lili:ai iinggiii di Iiainprng,van€i bcrsaiigL."utan sekurang-

kut';ittgltl'tt . iridiii i;iituri tclaiiliil atau sul'ai ketelafigan seiragai puka Kampong {ari
fi. ;p ; 1* }<i;lmpor* trnrpnt ;:;aln-;a / 1r;;11 g hcrsangkutan ;

i1' Sriiat il:ili icrlulis iitii alasannya yang benvenang dari bakal c'alon yang bcrasal clart
liegaw'ai iriegeri ;

o. Sulal.I.,-r.rferangan fll;lfnpu mnn{:aca ayat suci ;\l-euran;
p. Surat Ketol'angan tn;?mpu menslenal adat istiadat seteu4rat;
q. Fnin o rlnn c1 *likeluarkan oleh kneuem h{ukirn sctomllaU 

t

BAR \i
il Ei\i gl'lLP,,Lru C AL ON DAN PIINCIAFTAI{AN FEMILIILA,N

Pasal 14

Pernitia Pengarvas scfeiah menerfuna berita acara penetnpan calon dan kelcngtriapan
aclministrasi . mengukuhkan nama-nama calon yang lrerh;rk clipilih berelasarkan ilrutan
alrjad, scclikit-dikitnya 2 (dua ) orflng calon sebanyal..-banyaknya 5 (lim:r ) orang calon,
pengukuhan dengan cara Inenerbifkan keputu$afi nama-ftatna calon yang bedrak rlipilih;

Nama-nama calon vang telah clikukuhkan sebagain*na ciimaksu,i 
"vat 

(1) pasal ini
disarnpail<an kepacia Kotua Panitia Pcmilihan, narna-nalna calon 3'ang telnh ditetapkan
Bacian Penvakilan liamoong tklak bisa cliubah olch Panitia Pensnwrs keciral.i lrelrrr.n*nirn

(3)

l.

ffb'

h.

i.

(1)

(?)



(3) Ketu:t ,Famtta Pem-ililran setelah rnenerura persetuluan calon yang beftak clq:rlrlr
mcnctaphan lvaktu pelalisanaan ireinilihan calon dan menetairkan tanda gambar sctiap
Calon setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.

Panitia Pernilihan memtredtahukan melalui pengumuman atau peinber{tahuan riecara
tettulis vang berisi agar pencluduk Kampong melakukan penda{laran untuk rnelgiliuti
pemilihan, Panitia Pemilihan nrencatat penduduk Kampong yang mendaftar ;

Daflar fiama p*ncluduk yang telah rnencla{lar dibeiitahukan kepacla Para Caion dan jika
clisetuiui pal'a calon membubuirlian tancla tangan pada daftar nama-natn& yang berhait
rnernilih.

Pnsal 15

Calon yang telah ditetapiian oleh panitia tidak clibenarkan mengumlukan cliri, tctapi
apabila yang bersangkutan tetap mengunclurkan dirt . sesara aclministratif dianggap tidali
mengunclurkan diri;

Apabila calon yang telah ditetapkan oleh panitia trengundurkan diri sebaimana dimalisuctr
ayar (1) pasal ini, clalam pemilihan ternyata memperoleh suara ferbanyak , perolehan suara
tersebut dinyatakan batal;

Atas pernbatalatt suara sebagairnana cliin;rlisuil alat (2) pasal ini, Calon yang mendapat
dukungan suara ferbarryak dan rnelebil:i 1.13 (Sepertiga) dari jumlah suara pemilih,
ilinyatalian scbagai i:emcnangi'calon te4rilih;

Apabila calon yang milndapat dukungan telbanyak, temyata tidak mencapai 1/3
(seperliga) suara dari jurnlah pemilih, maka calon yang mendapat suara terban--vak pertama
clan kedua dinyatakan sebagai calon yang harus mcngikuti Penritrihan lJlang;

Pemilihan kedua dapaf dilakukan pada hari itu juga, kecuali cliteirlukan lain oleh Panitia
Pemilihan.

BAR \TT

P EI, AK SANA.{N KA}4P,{NY E P Ah,,II ],IH-,\N C AI,ON
Pnsal 16

Waktu kampanve dimuiai 2 (dua) rninggu sebelum pemililran dengan masa kampanye
paling lama 1 (satu) nringgu;

Kainlianye clilaltsanatrian oleh calon yang bcrhak dipilih;

Itlasa tenang 2 (clua) hari sebelum pernilihan calon yang berhal< clipilih tlilatr sanalian ;

Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali alnan. tentr;rm dan tertib yang dibimbing
oleh Camat dan Kasie Peinerintahan I(ecamatan selaku anggota Panitia Pengawas ;

Kanlpiinve sebagail'nanana dirnaksucl a,v-at (1) dan (2) pasal ini, ticlak dibenarhan dalam
bentuk:

&. Parvai aftu arali-arakan ;

b. Pemberian uang, barang afau {asilitas lain;

Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak clipilih yang
melaliutrian pelanggaran ketentuan scrta tata terlib kampanye, berupa pedngat:m atau
pencal"rutan stafus yang bersangkrrtan sebagai calon yang berhak dipilih ;

Peneabutan status -vang bersanghutan sebagai calon yang berhali dipilih sebagaimana
dirnalisud ai,at (6) haius disetujui Badan Petw'akilan Karnpong ;

Daliurr hal terjacli pelanggalan sebagaimana clirnanisucl aval (6) yane mengakibatkan

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

('l)

(5)

(i)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)



cirlaksanalian clan untuk menentrulian calon teruil:lr bcflaku kstentrmn sel:agannana
rlirmrl'crrd rrrr;el t (i;ii;iJai,iuu i;.i.1;i: i e.

BAI] VU
P Fl h'f IL IIL,\N C A T,ON Yr,\NG EERI'IAK IIIPILIH

Pasal 17

(1) P*milihan calon ]'ang berhak clipilih elilaksanakan Panitia Pemilihan msnerima
pengukuhan calon yang berhak dipiliir dari Panitia Pengawas.

(2) Penrilihan calotr se.bagairnana climaksucl ayat (1) pasal ini, dihadiri Panitia pengawas dan
P:initia Pemilihan serta clihadiri oleh calon yang berhak dipilih;

(3) Sekurang-kurnnglrya 7 (tujuh) hari sebelum hari Pctralisanaan Penrililran, Panitia
Pemililran membetifahukan, mellgumumkan kepada penciuduk Karnpong yang ber"irak
memilih lentang wakht, tanggal clan tempat iremungutan suara dilaksanahan.

Pasal lE

(1) Pernilihan Calon ]'ang belllaii ,lipilili dilaksanakan clalam rapat Pemilihsn Calon
KcuchikiKep;rla l{am.pong yang dipirnpin oleh Kerua Panitia Pcmilihan rlengan dilracliri
seliurang-liuangnya 2/3 (ciua pertiga) dari jumiah ssluiuh pernilih yang telnh clisahkan
01eh Ketua Panitia Pengawas.

,. (2) Penentualt Quotutt 2/3 (dua perliga) sebagaimana dimaksud ayat (1) clapat ditentukan
pacla saat pembukaan rapat pernilihan calon Ke,uc.hili,Kepala Kampong atau pada saat
perhifungan suara dimulai.

(' 
Apabila jumlah pemilih belum tercapai quolum. Pimpinan Rapat mengunclurtan rapat
afau rnulainya perhitungan suara paling larna 3 (tiga) jam ciengan ketenluan quorum 2/3
(dua perliga) dari junrlair pemilih.

(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagairnana dimaksud ayat (2) quorurn juga
. belum tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon Keuchil<,ttepala Kampong cliundur{ian oleh
n Pirnirinan rapat selambat-lambatrrya dalam rvaklu 30 ( tfua puluh ) hari clengan quorum l/z

(se fengah) jumlah penrilih.

(4) Pengunditran waklu pemililun Caion KeuchikrKepatra Kampong sebagaimana dirnaksud
ayat (3) diutnumlian clalam fourm rapat oleh pinrpinan I'apat clan dituanglian dalam
Berita Acara Penguncluran Pemilihan.

Pasal 19

Panitia Pemilihan yang mempunl,ai laak pilih scfia calon yang berhak dipilih dalarn pemiliharr
calon tetap mempunlai hak rurtruli menggunakan hak pilihnya.

Pasal20

(i) Pemilihan calcn yang berfiak dipilih dilaksanakan secara Langsung, IJmum, Betras dan
Rahasia serla Jujur dan Adil.

(2) Pemtrerian suara diiakukau dengan mencoblos tanda gambar caion yang berhak dipilih
" dalarn bilik suara }'ang disediakan oleh panitia pemilihan.

(3) Seorang pemilih memhedkan hanS''a kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipith.

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena sesuafu alasan, ticlak dapat diwakilkan
dengan cara apapun.



'.

lrasal 2l

'l ' (tl unnrK lEtancaran pslaKsanaan pomrlrnan ,u,on run* DelnaK oq)ilm , pamtl& inenyocllKall

, a. Papan ftilis yang memu:rt nama-nama calon yaog berhak dipilih;
b. Surat Suara yang memuat tanda garnbar calon yang borirai< dipiliir atau tancla gambar

gandum, jagring, kapas, padi dan sagu sesuai uutan abjad peserta calon dan pada
bagian balvahnrya clitanclatangani olsh panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang
sah;

c. Sebuah liotak suara atau lebih, berikut kuncinya;
d. Bilik suara atau telnpat khusus untuk pelaksanaan pemtrerian suara;

e, Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bililc suara.

(2) Tancla gambar seloagaimana dirrurhsud ayat (1) huruf b pasal ini tidak mengunaitan tancia
' gambar Organisasi Pesefia Pemilu .

(-l) Bentuk, moclel surat suara clan tancla gambal serta bentuk dan ukuran kotak sual'a"

t.lantalan coblos clan alat cotilos setragaimana telcantum clalam larapilan peratr;ran ciaerah
ini.

Itztsztl22

(1) Teinpat pernungut*n suara ticlali bcleh l"rerclfiliatan dengan rurnah Calcn.

{2) l{rak1u pclairsanaan pcrnungulan r;uara chnrulai sejali puiiul 08.00 1,TII} sampai clcngan
puliul 14.00 IV-IR.

Pnsai 23

Sebehm pc.laksanaan pemungutan sua{a) Panitia Pemilihan, disaksikan panitia pengawa$

mernbuka kotak surt'a iian memperlihatkan k*pacla pernilih clan para Calon balirvii liotnl, suala
cialam l'.sadaffJr kosong ssrta rncnutupn-ra kembali ckm mengunci.

Fasal2,{

(i) Sebelurn pemilitrr menerima sutat suara, hanrs menurqiukkan surat lrencla{taran, Kartu
Tanda Penclucluk atau identitas ciri lainrrya hepada P;rnitia Pemilihan untuk dicocoltan
clengan nama pendaflar pacla Parritia Pemililran .

(,2) pemilih yang hadil diberikan selemtrar surat suara oleh Panitia Pemilihan, nreialui
panggilan berdasarkan claftal haciir.

(3) Setelah menedma surat su*ra, pemilih memeriiisa atru msncliti cl;rn apalrila surat suara
climaksud clalam keaciitan cacat atau msak, pemilih b*r:hak rneminta surat suara banr
setclah mc,n]'*rahkan kembali suLat suaLa yang cacat atau rusal< kepada Panitia Pemjiihan.

Pas*l ?5

(1) Pencoblosan surat suara clilaksanalian dalam trilik suara dengan menggunakan alat yang
telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(:2) Pemilih -yang masuk kedalam bilili suala aclalah Pernilih yang dinyafakan telah
. menggunakan hak piliiinva.

(3) pemilih yang kelinr mencoblos surat suara dapat melninta surat suala baru setelah

rnerryerahkan surat suarfi yang kelinr kepada Panitia Pemihhan.

(4) Setelah surat suara dicntrlos, penrilih mcmasukkan surat suara dalam keadaan terlipat
lrcrl ll rm lrnf rlr qrr rr"r rrrnr r'[ic.rli 1L'r,tt



Paln! 2{r

(r) raoa saflt pemunguHn suaffi ollaKsanaKan. rarutlit r0milnan oan ranltr.r l,cngawas
berkewajiban rintuk :

a. \denjarnin agar tata demokrasi Pancasila trerfalan dengan lancar, tertib, aman clan
terat$r ;

b. lrdenjarnin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib clan teratrrr :

Pacla sa*t pcmungutan rir,xtra dilnksanakan para calon vang berhak ciipilltr harus bsrada cli
tempal yang tclali clitcnfirkan unluk mengikuli cl*n inenyalisikan pelaksanaan pemungiii;rn
suafa.

Fanitia PemiliJran dan Panitia Pe.ngarvas meniaga agar setiap orang vang b*r.lrak rrremililr
hanya inemberikan satu su&ra nlunolak lremlreiian suara -vang cliwaldlkan clengan alasan
apapun.

P*rsaX 27

Setsiah semutt pemilih mcnqqunalian halt pilih-nva untuk mcmberilian suaranya, panitia pcmiliiran
meruinta kepada nlasing-rnasing Caion yang berhak dipilih agar menugaskan I ( satu ) orang
peurilih uniuk menjadi saksi clalam perhibngan suara.

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal2S

Panitia mernbuha liotali suara dan menghitung sur';rt-sru'.rt Buala ]/ang masuk, sctcdllr
saksi-salisi hadir'.

Setiap letnbat' sutaf su:ua diteliti satu persatu nntuii nrcngetalnli surat vang clibcrikan
kepada calon 1*ang berhak dipiliir dan kemudian Panitia PerniJjhan meinbaca nama calon
]'ang berhak ,Yang menclapat suara tersebut serta rn*ncatatnya clipapan 1ulis yang
clitempatkan seclemikian rupa. sehingga dapat clilihat dengan jetas oleh semua pemilih
yang haelir.

Pasa! 29

Surat suara dinl'ata1,:an ticlak sah apabila :

a. Ticlalc mernakai sirrat suara vaag telah clitenhrkan;
b. Ticlak terclapat ianclalangan Ketua Panitia pemiliiran parla surat $uara;
c. Ditanda tangani atau metnuat tanda yang menunjukkan Iclentitas Pemilih;
tl. h4cmlierii<an suara unluk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak clipilih;
e. A4enentukan calon lain selain dari calon yang berirak dipilih yang telah ditentukan;
f. I\fencoblos tidak tepat pada kotak tand.a gambar yang clisertiakan, atau cliluar gnris

ikatan tanda gambar.

,{.lasan-alasan y.lng menliebabhan sufat suara tictrak sah diumumlian kepacla pcmiliir saat
ifu juga.

BAR IX
PTI}IF]TAT"{N CALON TERFtrLII-{

Pnsal S0

$e{elah ircr}ritungan silara sslesai. Parritia Pcmilihan melr}rusurr dan mentiapkan Berita
Acara Pemilitrian scrla rnenanclatanglrni.

Berdasatlian Berjta Acara Pcrnilihan Badan Penvaltilrn ldarnpong ntenetapkan Calon
Keuchik,kepala l{arnpi:ng teryiiih dala:n trenlrrk f$urat Keputusan yang ditandatangani

(1)



ar

(1\

Pasal 26

(r) raoa saat p0lxungilmfl suafa ffllfiKsanaKffn, l'arutla remlflnan dan raruIlil t,dfiga\vas
ber*eivajiban untuli :

a' hden.iarnin agar fata clemc'krasi Pancasila berjaian dengan lfinc:lr, fcrtih, aman dan
teralur ;

b. Menjarnin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib clan teratur ;

Pada saat pemungutan suara dilaks;rnakan para calon vang berhak ciryilih hnrus l:crarla cii
tempat yang tcl;rlr clitenhrkan untuk mengikuli elan inenyaksikan pelaksillulan pemungutan
suafa.

Fanilia Femilihan elan Pnnitia Pengawas merqiaga agar setiap orang vang ber.hak rnemilih
hariya menrbedkan s;rtu suara nlrlnolali peml:eriait suara .r'flng cliwakilkan clengan alasan
apapun.

/1\

Pasal2T

Seteiah semwt perniJih incnggunalian hak pilihnva untuk me.mberiiian suaranya, panilia pcmiliiran
rneminta kepada masing-rnasing Calon 1'ang berhak dipilih agar menugaskan I ( satu ) orang
pemilitrr unlr.lk rneiljadi saksi clalarn perhilnngan suara.

(1)

{2)

Fasal2S

Paniria mernbuka liotak sriara rtran menghitung surirt-srir';It $uara }/ang masuk, sctcl;rh
sakslsalisi hadii'.

Setiap lembal surat suara diteiiti sahr persatu r"urtuii nrcngetallui surat 1,'ang clitrerikan
kepada calon vang berhak clipiliii dan kemridian Panitia Pemilj.han mernbaca nama calon
yang bertak )'ang menclapat suars tersebut serta rn*ncatatnya clipapan tulis yailg
clitempatkan scclelnitriian nrpa. sehingga <iapat clilil'rat dengan jelas oleh seulua pemililr
yang haclir.

(1)

Pasal29

Surat suara clin-va1a1.:an liclali sah apabila :

a. T'irlak rnemakai si;l'at suara 1.'ang telah ditentukan;
b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia pemilihan pacla surat suara;
c' f)itanda tangani atau memuat tanda yang menuqiukkan Iclentitas Pemiiih;
d. l\4cmbcrikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang trerhak clipilih;
e. klen*nftil<an calon lain seiain dari calon vang berirak dipilih yang telah ditentglian;
f. It4encoblos tidak tepat pada kotak tandp gambar yang cliserlialian, atau diluar

ikatan tanda gambar.

,4.lasan-alasan Yang rnenyebabkan rjurat suara ticlah sah diumumlian kepacla Pcmilih saat
ifu juga.

BAI} I};
P}IhIITTAT},{N CALON TERJ}I LII {

Ilasal 30

Selelah perhifungan suara selesai. Panitia Pcmilihan msnyusun clan rnenviapkan Jlcrita
Acara Pernilihan scrla rnenancLrtangani.

Berdasal'lian Bedta Acara Pcnrilihan Iladair Penvaliilan Iiarnpong *renetapkan Caion
l'-rr-lr:'l'.|f,'---,'1^ L^.*"^,',-^. +.-.*-:1:1- .r^!^.-- l-.--,:-,1- (1-----r y/- t I

gnris

(2)

(1)

(z)



1J\

(4)

Kcrtua l'aruha i'endtiran seb$h"rn indnguru$firk;;n (i;rlon i*rprtrh mornb*nti;rn licpitcl;r
Parritia I*:ng;ivas uutuk rriembsrikun penitrrian pclaks;rnaarr penrilihan.

I{etut Pariitia len,iiiirau ineng;umurnkan liasil penriliilan Calon -7ang terpitih.

Bupati, malia
pejabat .vang

(1)

(2)

(3)

Pasnl SI

Setelah selcsai penetapan calon trerpilih, sebagnimana climaksucl clalam pas;l 30 a,r'at (;t), I{etua
Panifia Pelilililian mengajukan caion tci'i:ilili tricpi:da Panitia Fcngalvas rlengair clilcngknpi llcrita
Acara lremiijl:ian hari itu jrqa"

Pas;il3?

Apaliiia lebili clali I (satu) Caloir yang ber"hak dipilih rnendapat jur"rriah clukungau surra
terl:anyali tlengan jurnlah yffng siaina maka diaclairan pemi.lihan ulang han3'a rmiuk cuk:;n-
calon -vang berhak clipilih dengan pcrolehaniumJi:h dukungan suara terban3'ak yang siirli.r.

Peuriiihan ulang sebagaimffna iliinalisud ay;.t (f ) pas;il irri, ditraAsanakan selamb;rt-
lam'ratnya 30 (tiga puluhi trrari sc.iak penanclataitganan Berita :\cara Pernilihan.

Apatrila pernilihan ulatig sebagaimana clitnaksud dalanr ayat (2) pasal ini hasihrva tcta;r
safila, rualia unluk ilienctaplian calon yang diq'ataiian terpiiih clan rliangkat scbagai
Kcuchjltil{cpa}a l{ariipong menjadi hali lSadan Pcrwakilan Idarnpong.

I}AI} X
FIINGE sAlIAr{, Ilitlli{{}ANGI{AT,{N I},\N I'ELANTIK:{I{ I{EticFIII{ I

IiEFr\l,A KA,\rlFOt{G
Pasal3S

(1) I{asil Per-rrilihan Calon dis;:hkan oleh Bupati dengan rnenerbitkan Keputusan l3upati tentang
Pengaugliatan Sebagai Keuchilvliepala Kampong selarnbat-larnbatnya 30 {tfua puluh) hari
setelah pernilihan.

(2) Keputusan sebagairnana dirnaksriel aiiat (1) pasal ini bsrlaku sejak saat pelantikan.

(3) Kepacla Calon Teryilih 1,ang bedrak diangkat sebagai lieuclriltA(epala Kampong pacla saat
pelantilian diberil,an petikan dart Iieputusan llupati.

PasnlJ4

(i) Selambat-larnbatnya 30 (tiga pululg hari selelah cliterbitiian Keputusan
Keuchikrldepala Iiarnpoirg; 3'ang br:rsangkutan dilantik oleh Bupali atau
ditunjuk olehnya.

(2) Pada saaf pelantikan sttragaimana clinraksucl ayat (1) pasal ini, KeuchikiKepaia Kampong
-vang bersangkutan berj*nji tnenunrt agamanya cli lradapan Bupati atau pejabat v*ng
dihrnjuk untuk ifn, aparat pernerintall tingkat kecamatan clan Kampong, para anggota Baclan
Petw-itkilan Katnpong clan pemuka-pemuku masyaraliat lainrrya dalam wilayah Itampong
yang l:ersangkutan.

Pclantikan Keuchik/I(ep;rla
KeuchikrKr:pala liarnpong .vailg

Pasal35

Iiarnpong dilaksanakan tepat pada aldrir masa jabaian
bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 36



Pa{illl ,{7

t'elantliran SreudlxK/rtepala f*illnpofig vang n{tafi oapfi ctrlatsanaxtll fcpar walilu l\arena ali]siln-
alasan yang clapaf clipertanggungiarvabkan, rlapat diruiida relarna-lamanya 3 (tiga] bulait s,;,jali
tanggal berakhirnva masa -iabatan Keuchitr/Kepala Kamirong yang hersangkutan alas persefujuari
pejalrat 1'ang betrv€n;ttlg, elengan k*i$iltuan ballva ','airg heisarigliutan t*lfip melalisrnnkail
tugasnya selatna m;rsit ilcnuirdlalr tcrs*bul.

Ilastl ;18

Idetcti{uan scbagaitnana clitnalosuri pacia tr;rsal -?7 lr,;l'ati"iran lJacrah ini rnulai herlaliu pul:r bagi
Karnpong r,ang riiiab..ir oietrr Pcjnhat i{anrpr;ng1.

Pas*l 39

Ii*uelilit'l\epala liatnpong clirirgknt unlri]s rrasa.iabatan 5 ( trima ) tahurr tedlilr.mg muiai
tangllal pcianlilian.

Keuchik'Kcpala T{ampong ..t''ailg be4rrestasi, ixenlpunvai konduit* },'rmg lr;rik Vililg
memcfluili pers1,'aratau ciapat dicalonkan untuk dipiiih liernbali untuk masa jabatan
berikutnya afau 10 ( se1:uluh )ialnrir.

(3) Altabil;t masa jlrtratan kcclua tclah trerakhir, yang bcrsangkutan ticlnlt rlapat clicalor*iarr
kernbali unluli ntasa jabatan keliga kalinyr di Kanipong yang bcrsangkutan.

I}A}3 XI
PEI\{}]E RI{F]I{'r IAN SI'N/IF]NTARA I},,\N

Il fth,l tr]ltitl III N T'tr,,\N till t rCI II i{i/Iitrp,\l,r\ I{ANfi} ON G
Fasal 40

(t )

(2)

(2)

{3)

(1) KerichikT{epala Kampong yaflg diruduh atau yang lrersangkutan dalam suatu tindak
pidana atau penYalahgunaan jabatan atau melaliukan liolusi clan korupsi atas usul Badan
Penvakiian Kan:lpcng dapat diberhentikan sementara .

Pernberhentian sernentara ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Selama Keuchik/Kepala Kampong dikenakan pemberhenlian sernentara, maka pekerjaan
sehari-hari clilakukan oleh seorang Pejabat KeuchiklKepala Karnpong yang cliangkat oleh
Bupati.

Apabila berclasarkan pemberitahuan Tim Pemeriksa atall Per:r;;idili L.rnuii-l atau
berclasatkan Pufusan Pengaclilan Tingkat Pefiama dillvatal<-n trahrva KeuchrivKepala
Karnpong ya"ng bersangkutan l.iclatri terbulitrr mc1:Lulirn pcr'l-riiatan yang clitudufulian, rnaka
Badan Penvakilan Kamponu mcngusuikan.unruii meneai:ut Keputusan llupati tent;rng
Pemberhentian [i enr cn1:r ra.

Apabila berrlasarlil,n llr.t{l.rrran Pengadilan lingkat Feitama, tcrbukli lnelaliukan pcrbrr."rtan
\,.lttli diiui.irrltlian $cdanglien Kr:uuhilt/Kepala Kanpong ]ing Lrersangku[an ineiaitukan
ui)a-vil Barrding" $taka selfimbat-larnbatnl';r 1 ( safti ) tahun sqjak Pnllsan Pengadilan
Tingiiat Peitama upaya lianding tlirriaksucl s;l;;iuiii sclcsai, Bailan Puilvaliian liarrii:oiig
tnen gusuli'an a rar K.eu chi klK.cir ai a lt a mpon g van s hersan gkutan cliirerhentikan.

lluirati dlp;rt fiemlrgll.rqntil<an sernenfara Kelchik,Kepala Karnpong lanpa usuJ Baclan
l.;"''';lJ;u I'r:;li1;;nr..;p;blla.1u3;alt Lu;: i'-,l.lis;11;;i h;rsil p;niciil;srran icr;;rli
:)elrngqif i,ln sel)tgaiinanfl (llmtiisl.rd aI'at t I ) nJtiJl lru.

Pa,sai i i

... - 1 .:..

(4)

(5)

ibi



Ntengatu,kan trettrentl afas ucmtntaan sencltn :

Bcr':ri$il' n:rs:r.irl:rt:urlr',':: ,J:r:r telah dii:rnti!: i--tuchil,rlieLlala F-flnllri:ttg 1'ang brt'ii.
llidak lagi rncrnenuhi syarat sebagimana dirnaltsticl dalanr pasal 97 U{-l Nomr:r 22

Tahun 1999;
o. Lz{clanggar suurpah / jan3i sel:agaimana clirnaksucl pasal 98 ayat (2) l-jl-j Non-ror 22

Tahun 1999;
f. N4eiangg;:.r'alair tidak rnemcnuhi lagi kctenhran 1:asal I Fereturan Daerah ini:
g" h'{elalcukan ilerlruatan yang bertenfangan dengan k$ientuan peraluran pentndutg-

undangan yang b,*daku dan / atau nolrlm yang irldup clan bsr*ciltbang clalarn

masyarakat Kampcng.

Keylulusan Pernberhentiair Keuchili,Kepala I(arnpong ditertriltan oleh ilupati melalui usul

Baclan Penr,-aliilan ltampong clan atau tidak rnelalui usul Badan Peravakilan Kampong .

Pasal "[2

Keuchil,/Kepala Kampong )/ang melalailian tugasnya sehingga meiugikatr Negara atau Daerah

clan h,Iasyarakat, dikenakan tinclakan Adrninistrasi oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian

sementara dan atau pemberhentain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber'traku.

b.

c.

c1.

\L)

(1)

(2)

P:lsal43

KeuchikrKepala I{ampong yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

perafuran perundang-undangan yang berlaku dan atau nolma-noffna yang hidup dan

lrerkernbang dalam kehidupan masyarakat di Kampong, yaftg bersanghrrtan dapat

dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian semenlara dan atau

pemberhentian oleh Bupati.

Santrtsi tindakan administrative sebagaimana climaksud ayat (1) pasai ini , dilakukan tanpa

usul Badan Penvakilan Kampong apabila setelah diperoleah hasil penelitian dan

pemerikasaan oleh Tiin yang dibenfuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal4.[

(1) Bagi Keuchili{Kepala Kampong yang tidak clapat mer{alankan tugas.wervenang dan

kewajiban karena sakit atau rnengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai

dengan 6 (enam ) berturut-turut, maka Sekletaris Karnpong ditut{uk oleh Pejabat -vang
berwenang untuk menjalankan hak, wervsnang dan kewajiban sebagai Keuchik / Kepala
Karnpong; ,,':i:7a;'; '-

(2) Apabila setelah 6 (enarn) bulan lrerdasarkan lieterangan fuIajetris Penguji l{esehatan
Pegawai Negeri trahwa Keuchik{Kepala Kampong yang ctrirnaksucl beium dapat

tienjalantan lLrgas, \,vervenang dan kerva.jibarurya, rnaka Bupati msfiIt]erhentikan yang

bersangliutan dari jahatan dan menetapkan Pejabat Keuchik/i(epala Kampong .

Pasal45

KeuchikiKepala Kampong clari PNS yang belurn lrerakhir masa jabatannya tidak clapat

diberhentika dengen alasan trahvga yang trcrsangkutan ntemasuki usia atau sudah pcnsiun sebagai

Pegarvai Negeri.
Pasal46

I{euchilr,Kepala Kanrpong clart Pegarvai Negeri yang helurn beralftir masa jabatarurya tidak dapat

dicalonkan dalarn jabatan struktural afau fungsional.

Pasal4T

Iieucliil</I{epala Iiampong dari Pegarvai Negeri yang berhenti atau diberhentilta oleh l}upali,



(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pas:rl 4lJ

t,agen fefivaKltan Kampong ***br"rnn r*un Kepafla f,euclll}vll.epaia rLampcng
mengenill berakhirnya masa jabatan secala terlulis 6 ( enarn ) bulan selieiumn),a.

Terhaclap I(euchik4(epala Kampong yang ber{ialiir masa -"iabatannya, dilakukan cvalusi
akhir"masa jabatan olsh Badan Penvakilan ldarnpong .

Evalusi sebagaimana cljrnalisud ayat (1) pasal ini, clilaksirnakan selambat-lambatsl's 3
( tiga ) bulan sebelurn berakhil rnasa jabatan 

-vang bc:rsangliutan.

BAT} XN
P.Ei{C.,tN{}K.,{Ti\l{ Jrd [*:\]'AN KIltlC HIK/KEPAL{ K.'l]ylPONG

Pasal 49

Pengangkatan Pejahat Keuchil'r/Kepala Kampong ditetaphan dengan Keputusan Bupati
atas usul Baclan Penvakilan Kampang.

Pejabai KeuchilcrKcpala Kampong sebagaimana dirnaksud dalarn ayat ( 1 ) pasal ini.
adalah Seki'staris Kampang yang bersangliutan alau pejabat lain dari Sekretads Karnpong
atau Kepaia Dusrur atau jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Strukulal
Kecamatan, pen gangltatannya ditetapkan clengan Kepuhxan Bupati.

Masa Jatratan Pejabat KeuchikrT(epala Karnpong sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini, selama 1 (satu ) tahun terhifung mulai tanggal pclantikanrrya.

Pejabat lteuchik{Kepala Kanrpollg diamtil sumpah/janji dan dilantili cleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
}}Eh4BIAY,{AN

Pasal 51

Besanrl'a biaya pilnrilihan dan pembebanannl'a ditctaplian olch Railan Pemialiilan
K:rrnpong atas persehrjuan Bupali.

Biaya sebagairnana ilimaksud ayat (1) pasal ini, dialohasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan l3elarlja ilaeralt Kabupatcn dan Anggaran Pendapatan clan Belar{a Kampong, yang
bcisanglcutan.

Biaya pcmilihan sebagaimna climaksud ayat (1) pasal ini, tidak clibenarkan clibei:anka1
kepada Calon l(cpala Kampong.

BAB XI\T
SA]\KSI

Pasal52

Seluruh Panitia terkait dalarn pemilihan KeuchikiKepala Kampong sebagairnana
climaksud dalam Feraturan Daerah ini atau siapapun juga terbukti melakulian pelanggaran
ielhadap ketentuan yang berlaku bagt pemilihan KeuchikAiepala Karnpong, untuit
kepentingan pribadi atau golongan" dikenakan tindakan dan sanksi adaministratjf sesuai
clengan ketentuan peiunclang-undangan yang berlaku.

Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatallian irasil pcmilihan yarig tel;ah

Pasal S0

Hak, wervenang clan kewajiban pejabat I(euchik/I{epala Kampong adalah sama cl*ngan irak,
\.vewenang dan kewajiban KcuchilvT(epala Karnpong, sebagaimana cliniasud dalm Unclang-
unclang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam l{eged Nomor 4 Tahun I999.

(1)

(2)

(3)

(1)

{2)



B.n-l -:r

r{ i,, i ;li'r'i i;Air '1,:;1,1i;l,i Li.+-l"i
-rlir\--!l 4 I

1'tr-'11i!i1-rr.r 1r"119';111s1,-a!;r:r 'i;rn 1)rnrb,-rhi:lrfian lr,cuciriltrT{cpa[a l{ampong yang telah ada atau

"ilLll; ilii"li; .:;;,rl,riii r;Lrd1uii1 i;+liatrtunya Peraluiian Daerah ini m;rha Pemilihan, PenganEfiatan
clan iretntrcrh,-:ntiann-va rnasih ilicl.:sarkarr pada pel'aturan yang beriaku sebelum Perafuran l)aerah
i;,:i.

I}AB XvI
I{ETNNTUAN L,AIN-[,AIN

Pasal 5,{

(f ) Apabila penvelenggaraan pencalrrnan sampai riengan pengangkatan Keuchik{iepala
Karnl;cng tidali dapat dilaksanakan tepat rval'.tu, pejabat yang benvenang clapat

memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan, bahwa
I{euchiklKepala Iiampong yang bersangkutan tsiap meqialankan firgas sampai dilantil<nya
Iieuchiklliepala Karnpong h asil pemilihan.

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagirnana dimaksud ayat (1) pasal ini, temyata belurn
cukul:, matria pejabat yang berwenang mengangkat pejabat.

(3) Apabila terclapal pelanggaran hukum clalam pemilihaharn Keuchik,,tiepala Kampong
seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalah gunaan pros*ciur', kecurangan, liohmi
dan manipulasi atau pernalsuan elalam persyaratan adrnirristratif calon Keuchilc/tr{epala
Kampong atau dalarn tetrinis pel;rl,isanaan peinilihan .vang dapat dibuktikan, untuk dapat
mernerintahkan untuk melaksanakan p emeriksa an.

(4) Apabila Berita Acara Pemiliiran telah ditanda tangani dan calon terpilih KeuchiklKepala
Karnpong teiah ditetaplian Badan Penvakilan K.ampong, kernudian terdapat dugaan
adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka proses
peiantikan l{euchik&.epala Kampong terpilih tetap ililaksanakan.

(4) penelitian clan peineriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukurn, sebagaimana
dirnaksud dalam ayat (3) pasal ini, iranya dapat dilakukan setelah pelantilian
Keuchilt/I(epala Kampong terpilih, kemudian apabila rlari hasil penreriksaan teruyata
tei'bukti, maka Bupati dapat rnembatakan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk
melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XVII
KETENTU.AN PENLITUP

Fasal55

(1) Khusus Kanlrong persiapan atau Kampong .vang belum clefinitif, pengangkatan
KeuchihK.epala Karnpong clilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status
penjabat KeuchikrKepaia l(ampong .

. (2) Kampong yang telah beralih rnenjadi Kampong definitif pengangliatan l(eucirik/tr(epala
Kampong diproses melalui pemililnn menunrt Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Ketgntuan-ketentuan sebagaimana dimaksucl rlalam peraturan claerah ini rneqjacli peclornan clalam

rangka pencalonan, pemilihan ilan pemberhentian Keuchjk{Kepala Kampong .

Pasal 57

I-)ensan ditef:rnlcennva Perafin'rn T-)aeral'r ini m;rka Peralrtran T)aerrh Ptoninsi T)aerah Tstimerva
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llcrtrililr:r-. l)r..rir;rFcl-r{;:.r ri:F i'r'ln"l:l?'!r,;lir'ian i{ct.lciriLii{qlata irairpong yang fsiah ada atau
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trer{atiu sebelum Perfiuran l)aerah
_ rt.

f]AI] XVI
KilTT]NT UAhI L,AIN-T,.&IN

Pasal 5.{

(i) Apabila penyeienggaraan pencalonan sampai clengan pengangkatan lieuchik{Kepatra
Kampong ticlali clapat clilaksanakan tepat rvalitu, pejabat yang trerw'enang dapat

memperpanjang waldunya untuk selama-lanrarrya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan, bahlva

I{euchik{iepala Kanlpolrg yilng trcrsangliutan t€.tap menjnladkan tugas sarnpai dilantiknya
Keuchik {i cpa ia I{a rnirong 1r as ii petnilihan.

(?) Apabila pclpanjangan lvaklu sebagirnana din'raksud aval (i) pasal ini, tefityata bclunt
cukup, maka pejabat,vang berwenang mengangkat pejabat.

(3) Apabila lerciapat pelanggaran lrukum clalam pemilihirharir Keuchili,,tiepala Kampolig
seperii ferjadinva kesatrahan prosedur atau penl'alah gunaan i:rosedui', kccurangan, liolusi
clan manipulasi atau peillalsuan clalam persyaratan aclrnirristratif calon Keuchik/Kepala
Kampong atau dalam telcris pelalisanaan pemiliiran .vang dapat dibuktilian, untuk riapat

mernerintah kan untrrk mclaksanaka n p erneriksa an.

(4) Apabila lleijta Acara Pemili'tran telah ditancla tangani clan calon terpilih lieucirilt,Kepala
Karnpong telah ditetaplian Badan Penvakilan h"amirong, keinudian terdapai dugaan
adanya pelanggaran hultrm setragaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka proses

pel antika n I{e uchik&epal a Kamp ong teipitrih tetap clilaksanakan.

(4) penelilian clan pemei'iksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukurn, sebagafunana

dimaksud dalam ayat (3) pasal ird, hanya dapat dilakukan setelal'r peiantikan
Keuchili,tiepala Kanlpong lerpiiih, kemuclian apabila dari hasii penleriksaan temyata
terbukti, maka Bupali dapat rnembafakan hasil pemiliiran dan memerintalrtrian untuk
melaksanakan pemilihan ulang.

BA}3 XVII
KE'l'Hi\'IUrtN FF-FrIUT UP

Pnsal 55

Khusus l{anrpong persiapan atau Karnpong .vang belum clefiniti{ pengangliatan

I{euchil*tiepala Karnpong clitrakukan m$lalui penunjukan oleh Bupati dongan status
penjabat Keuchik{tepatra Kampong .

Iiampong yang telah beralih rnenja<li Kan:rpong defuritif pengangliatan Keuchi"k&l"ep;i1a

Kampong diproses melalui pemilihan menurut Peraluran Daerah ini.

tll

(2)

rlLr lt\ $L I tlNnNil ' ,riil[rilNtitiii]iiiiliNl

Pasal 56
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Lampuan I : -L'erafuran l]aerair Kalrupafen Aceh Sins}id
Nomor' 3 T'ahun 2001

Contoh Bentuk clan Model Surat Suara Pemilihan Calon l{euchikfi(epala Kampong .
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